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Pada hari ini Kamis tanggal 5 (imaj bulan Maret tahun 2028 berter

Denpasar, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
HNa MANAH

oat

v o=

L ma . EEM NUR e
Jabatan Kepala Kanter Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bali
Alamat + I Raya Puputan Niti Mandala Renan Denpagar
Dalam hal ini bertindak untuk dan gtas nama Menteri Hukum, selanjutnya dissbut
sebagai PIHAK KESATU, f—

I Nama - DESI PURNANI
Jabatan - DirekturKetua Pusat Bantuan Hukum PERADI Denpasar
Alamat - Jl Melati Ne. 88, Dangin Puri Kangin, Denpasar Timur, Kota

Denpasar. Provinsi Balj

Dalam hal ini bertindak uniuk dan atas nama Pusat Bantuan Hukum PERADI
Denpasar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sacara bersama-sama selanjutnya disebut PARA '
PIHAK terlebih dahuiy menjelaskan:

3. PIHAK KESATU dalam hal ini maru pakan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantar
Wilayah Kementerian Hukum Pravinsi Bali, :

B. PIHAK KEDUA dalam hal ini merupakan pimpinan Pember Bantuan Hukum peroda
tahun 2025 sd. 2027 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Nomar M.HH-

5.HN.04.03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisas; Bantuan Hukum yang Lulus

Verifikasi dan Akreditas| sebagal Pemberi '

5 . '1
o i

akreditas: B

Dan-gar_r memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
Sebagai berikut:



4 Undang-Undasng Momsar 17 Tamun A5 lentang Anggaran Handapatan dan gaania
Negara Tahun Anggaran 2028 (Lembaran Megara Rapublik Indorasia Tahun 2025

Momor 178)
4 Perpturan Pemerintah Momor 42 Tabun 2013 fentang Syaratl dan Tata Cara

Pemberan Bantuan Hukum dan Penyaiuran Dana Banfuan Hukum [(Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98 Tambahan Lambaran Magara
Republk Indonesia Momaor 5421)

& Peraturan Menten Hukwm dan Hak Asasi Manusia Momaor 10 Tahwn 2015 tentang
Peraturan Pelaksansan Peraturan Pemerintah Momor 42 Tahun 2013 fentang
Syaral dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan
Hukum (Benta Megara Republik Indonesia Tahun 2015 Momor 816) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manus:a Nomaor 83
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menter Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nemor 10 Tahwn 2015 lentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemenntah Nomar 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pembenan
Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Banluan Hukum (Berita Negara Republik
indonesia Tahun 2016 Momor 21307,

6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Noamor 4 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Reputlik Indonesia Tahun 2021
Momar §77;

7. Peraturan Menteri Hukum Nomaor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Momar B32),

B Peraturan Menieri Hukum Nomaor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kera
Kantor Wilayah Kementenan Hukum (Berta Regare Republik Indonesia Tahun
2024 Momor 812);

&  Keputusan Menter Hukum dan Haek Asasi Manusia Nomor M HH-01 HN. 03.03
Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Mon Litigasi,

10 Keputusan Menteri Hukum Nomor MHH-5 HM.04.03 Tahun 2024 tentang
Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditas: sebagai
Pemberi Baniuan Hukum FPenode Tahun 2025 s.d 2027,

11. Keputusan Menteri Hukum Nomor MHH-8 HN.04.03 Tahun 2024 lentang
Lembaga/Organisas Bantuan Hukum yang Tervernfikasi dan Terakreditasi Kembali
sebagal Pember Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d, 2027

12. Petunjuk Pelaksanaan Kepala BPHN Nomor PHN HN.04.03-230 Tahun 2026
tertang Penyaluran Dana dan Pengawasan Bantuan Hukum,

13 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Kantor Wilayanh
Kementerian Hukum Provingi Bali Momor : SP DIPA-135.03.2.6593035/2026 Tanggal

1 Desember 2025
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan

menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 202§,
dengan ketentuan sabagai berikut




BAB |
KETENTUAN UMUM

Pazal 1

Dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini yang dimakawd dangan

1
d
a

Radan Pembinaan Hukum Nasional yang sslanjutnya disingkat BPHN adalah unit
kerja pada Kemantenan Hukum aelaku Penyalenggara Rantuan Hukum

Kantar Wilayah Kementenan Hokum adalah undt wartikal pada Kemantanan Hukum
yang melaksanakan fugas pembamuan di bidang bantuan hukum daarah

Panitia Pengawas Pusal yang selanjutnya disebul Panwaspus adalah unit kerja
khusus di bawah koordinasl Badan Pambinaan Hukum MNasional yang memiliki
tugas dan  fungsi  pengawasan  pemantauan  dan  evaluasi terhadap
penyelenggaraan bantuan hukum

Panita Pengawas Daerah yang selanjulnya disebul Panwasda adalah unit kara
khusus o bawah koordinasi Kantor Wilayah Kemenlerian Hukum yang rarmiliki
tugas dan fungsi pengawasan  pemantavan dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan bantuan hukum di daerah

Standar Layanan Bantuan Hukum adalah tolok ukur yang dipargunakan sabagail

pedoman dalam pembenan layanan Banluan Hukum

Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Sidbankum
adalah sistem pelayanan administrasi bantuan hukum secara elektronik yang
diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk menunjang
pelaksanaan pembenan bantuan hukum

Hari adalah hari kerja

BAB Il
TUJUAN

Pasal 2

Ferjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini bertujuan untuk menjamin:

b

kepastian pemberian bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok orang

miskin, dan
penyaluran anggaran bantuan hukum kepada Pemben Bantuan Hukum di Provinsi

Bali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BaB [l
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini meliputi
& Pemberian Bantuan Hukum litigasi dalam Perkara Pidana, Perdata, dan/atau Tata

Usaha Megara melalu pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam tahap:
1} penyidikan/pemenksaan pendahuluanigugatan:

2}  persidangan di Pengadilan Tingkat |

3} persidangan o Pengadilan Tingkat Banding

4)  persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi:

20 peninjauan kembali

Pemberian Bantuan Hukum non litigasi melputi kegiatan,

1} penyuluhan hukum

2)  konsultasi hukum




3] investigasi perkara, balk secara alekironik maupun nonelekiionik,
4) penalitian hukum,

8§ mediasi

68) negosias,

T} pemberdayaan masyarakal,

8) pendampingan di luar pangadilan, dan/slau

8) drafting dokumen hukum

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Fosal 4
Hak dan Kewajiban PARA PIHAK sabagal berlkul
PIHAK KESATU
1)  Hak

a)  Menyimpan, mengedarkan, menggendakan danfatay mempublikasksn
dokumen hasil pemberian bantuan hukum;

b) Memberikan rekomendasl penjatuhan sanksi apabila PIHAK KEDUA
melakukan pelanggaran lerhadap Perjanjlan Pelaksanaan Bantuan
Hukcumm i

2)  Kewajiban

a)  Menyalurkan anggaran pelaksanaan bantuan hukum yang akan
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesual dengan kebijakan pemerintah
dan peraturan perundang-undangan,

b}  Memifasilitasl proses pencairan anggaran bantuan hukumn berdasarkan
hasil pekenaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;

¢} Melakukan pembinaan dan pengawasan melalul pemantauan dan
evaluasl pelaksanaan bantuan hukum.

PIHAK KEDUA
1) Hak:

Mengajukan tagihan [asa atau pencairan anggaran pemberian bantuan hukum

bagi orang miskin atau kelompok arang miskin kepada PIHAK KESATU

bardasarkan hasil pekarjaan melalui Sidbankum
2} Kewajiban’

a}  Memberikan pelayanan bantuan hukum kepada orang atau kelompok
orang miskin sesual dengan standar layanan bantuan hukum dalam
ruang lingkup pekenaan yang diatur pada Perjanjian Pelaksanaan
Bantuan Hukuer ini

bl  Membearikan laporan pelaksanaan dan penggunaan anggaran bantuan
hukum secara akuntabel kepada PIHAK KESATU secara berkala setiap
A (enam) bulan,

£} Mengajukan kelengkapan dokumen pencairan anggaran bantuan hukum
yang disampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat § (lima) hari
sotalah pekerpan selesal (untuk kagalan nonlitigasi).

d)  Mengajukan kelengkapan dokumen pencairan anggaran bantuan hukum
yang disampaikan kepada PIHAK KESATL paling lambat 5 {ima) hari
kerja salelah
(1) pekerjaan selesal untuk kegiatan nanlitigasi, atau
(2) pekerjaan selesal alau dokumen penanganan perkara diterima

uniuk kagialan litigasi.
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BAB
ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5
PIHAK KESATU menyalurkan anggaran bantuan hukum kepada PIHAK HEDUi
untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompo

orang miskin sebesar. == — SR
|

Anggaran
Mo JENIS BANTUAN = Tatal
' HUKUM Parkara/Keglatan 2026 | pantyan Hukum 2026
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dengan nnclan sebagaimana terlampir,

Ea:.garan anggamwghanluan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bersumber dan DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bali Tahun
Anggaran 2026, _

Rincian besaran anggaran bartuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mengacu pada ketentuan mengenai Besaran Biaya Bantuan Hukum Litgasi dan
Mon Litigasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor M HH-01_HN. 03.03 Tahun 2021 tentang Besaran Biaya
Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi. o )
Dalam hal anggaran bantuan hukum litigasi maupun nenlitigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah terealisasi dan/atau tidak tersedia, maka PIHAK
KEDUA tetap wajib memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok
grang miskin secara mandin/probaono.

BAB VI
PENGALIHAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pasal &
PIHAK KESATU berhak mengalinkan anggaran PIHAK KEDUA yang telah
dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini berdasarkan hasil

pemantauan dan evaluasi
Pamantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan cleh

Panwaspus dan Panwasda, baik secara langsung maupun tdak fangsung.

Pasal 7
Pengalihan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal & hanya dapat dilakukan
antar jenis bantuan hukum yang sama.
Pengalihan anggaran fidak dapat dilakukan untuk tahapan perkara danfatau
kegiatan yang telah terbayarkan dan/atau yang permohonannya telah terverifikasi
dalam Sidbankum.
Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan
gabagai berikut:
a) Pedjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) dilakukan
apabila PIHAK KEDUA telah menyerap 100% atau lebih dari anggaran yang
tersedia, dengan cara PIHAK KESATU mengalihkan alckasi anggaran dari




Pemberi Bantuan Hukum yang serspan anggarannya hingga akhir bulan
Agustus tidak mencapai 80% dari anggaran yang tersedia; dan .

b} Apabila PIHAK KEDUA serapan anggarannya tidak mencapai 80% hingga
akhir bulan Agustus sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dialinkan
seluruh sisa anggaran yang masin tersedia kepada Pemberi Bantuan Hukum
yang telah menyerap 100% dar anggaran Yyang tersedia, dengan
mempertimbangkan ketersediaan anggaran, Indeks Kinerja Pemberi Bantuan
Hukum {IKP) dalam e-monev, dan hasil pemantauan dan evaluasi

Pasal 8

(1) Pengalihan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dituangkan
lebin lanjut dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan {addendum)
sebagal bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan
Hukum ini.

(2) Peranjian Pelaksansan Bantuan Hukum Tambahan {addendum) dilakukan pada
bulan September Tahun Anggaran 2026 atau bulan lainnya berdasarkan
parsetujuan BFHN selaku FPanitia Pengawas Fusat

(3) Dalam hal setelah Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum]
dilakukan, PIHAK KEDUA fidak atau kurang aktif dalam pelaksanaan bantuan
hukum, maka PIHAK KESATU dapat melakukan pengalinan anggaran kembal

Pasal 9

(1) PIHAK KEDUA wajib menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum
Tambahan (addendum) paling flama 3 (tiga) har kerja setelah ditandatangani oleh
PiHAK KESATLI

{2) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Bantuan
Hukum Tambahan {addendum) sampai batas wakiu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), PIHAK KESATU tstap dapa!l mengalinkan anggaran dimaksud tanpa
persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA

{3) Tidak ditandatanganinya Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan
(addendum) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dijadikan bahan
pemantavan dan evaluasi oleh PIHAK KESATU.

BAE VI
PENCAIRAN AMGGARAN DAN PEMANTALUAMN
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 10

(1} PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan anggaran bantuan hukum
kepada PIHAK KESATU dengan melampirkan dokumen sesual ketentuan peraturan
perundang-undangan

{2} Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KESATU
melakukan pemeriksaan kelayakan dokumen unluk selanjutnya membernkan
persetujuan terhadap dokumen yang memenuhi kelayakan.

{3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pencairan atas
pemberian layanan Baniuan Hukum yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA,

(4) Pengajuan sebagaimana pada ayat (1) dan perselujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan melalui aplikasi Sidbankum

(5) PIHAK KESATU melakukan pencairan anggaran kepada PIHAK KEDUA melalu
pembayaran oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Megara sstempat secara




langsung (LS) ke Nomor Rekening Bank atas nama PIHAK KEDUA sesual dengan
ketentuan dan mekanisme yang berlaku
(6) PIHAK KESATU wajib mengunggah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam
i:pégasu Sidbankum setelah pembayaran anggaran bantuan hukum kapada PIHAK
LA
(7) PIHAK KEDUA dilarang mengajukan permohanan pencairan anggaran hantuan
hukum kepada Pemerintah Daerah untuk parmohonan yang sudah diajukan kepada

PIHAK KESATLU
(8) Pelanggaran lerhadap ketentuan pada ayal (6) dapat dianggap sebagal

pelanggaran
(9) Dalam hal PIHAK KEDUA terbukli melakukan peianggaran tarhardap larangan

sebagamana dimaksud pada ayat (7), PIHAK KESATU barhak mambarikan sanksi
eesual ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 11

(1) PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan pencairan anggaran bantuan
hukum tahun anggaran 2026 kepada PIHAK KESATU sejak tanggal 02 Januan
EEEE sampai dengan masa berlaku Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum im

rakhir.

{2) Dalam hal batas waktu Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) telah berakhir, PIHAK KEDUA tdak dapat mengajukan
pencairan pada tahun benkulnya.

{3} Pencairan anggaran bantugn hukwm nonfitigasi hanya dilakukan untuk kegiatan
yang dilaksanakan pada tahun berjalan sesuai berlakunya Penjanjian Pelaksanaan
Bantuan Hukum ini

(4} Pembayaran anggaran bantuan hukum litigasi hanya dilakukan untuk perkara yang
pandampingannya dilaksanakan pada tahun berjalan sesua berlakunya Perjanjian
Pelgksanaan Bantuan Hukum ini,

(5) Pembayaran anggaran bantuan hukum litigasi untuk perkara tahun anggaran 2025
yang berlanjut ke tahun 5026, hanya dapat diakukan ternadap perkara yang
pendarmpingan layanan bantuan hukumnya berianjut pada tahun anggaran 2026,

Pasal 12
(1} Permohonan pencairan anggaran bantuan hukurn dari PIHAK KEDUA yang sudah
dilakukan pembayaran oleh PIHAK KESATU dihitung sebagai realisasi anggaran.
(27 PIHAK KESATU melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2} menjadi

dasar pertimbangan penetapan anggaran pada tahun benkutnya.

BAB Wil
SANKS!

Paszal 13

{1} Jika berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasl yan

KESATU terdapatl pelang
PIHAK KEDUA maka PIHAK KESATU dapat meare

Panwaspus untuk memberikan sanksi kepada Pl
peraturan perundang-undangan.

g dilakukan oleh PIHAK

garan pelaksanaan baniuan hukum yang dilakukan oleh
komendasikan kepada
HAK KEDUA sesuai ketentuan




{2} Pelanggaran pelaksanaan banluan hukum yang bersifat pidana diberkan sanksi

(1)

(2)

(3

(4)

(1)
(2}

(1)
(2)

sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang beraku.

BAB | X
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Pasal 14

PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam
memenuhi Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini, baik langsung maupun tidak
langsung, dikarenakan oleh keadaan kahar (force majoura)l.

Kedaaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi keadaan di luar kendali dan
kemampuan PARA PIHAK berupa bencana alam, kebakaran yang tidak disengaja,
banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan),
pemberantakan, revolusi, makar, huru-hara, dan terorisme.

Jika FIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan berdasarkan Perjanjian
Pelaksanaan Bantuan Hukum ini karena mengalami atau dipengaruhi oleh Force
Majeure maka Pibak yang mengalami Force Majeure harus memberitahukan secara
tertulis kepada pihak lainfya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas} han
setelah terjadinya Force Majeure,

Kerugian yang didenta dan biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA sebagai

akibat terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK KESATU,
demikian pula sebaliknya

BAE X
JAMNGHA WAKTU

Pasal 15
Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januan
2026 dan berakhir pada tanggal 09 Desember 2026
Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan pemberian bantuan hukum antara tanggal 10
Desamber 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 tetap dapat dilakukan
secara mandiri/probono tanpa melalui APBN dan dilaporkan melalui fitur Bankum
Mandiri dalam Sidbankum.

BAB Xl
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16
PARA PIHAK dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini  tunduk
sepenuhnya mangikuti peraturan perundang-undangan di Indonesia,
Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK yang tmbul dar atau
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini
sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat serta akan
dijadikan sebagai bahan evaluasi pada tahun anggaran berikutnya




BAE X1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
(1) Petjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA,
PIHAK dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermataral cukup yang masing-masing

mempunyai kekuatan hukum menrgikat yang sama.

(2) Biaya Meteral unfuk penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum
dibebankan kepada PIHAK KEDUA _

(3} Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini
akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam Perjanjian
Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan faddendum) sebagai satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dari Perjanjian Pelaksanaan Bantuan H ukum i

{4) Jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan
werkait bantuan hukum maka Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini secara
langsung mengikuti peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan

tersebut

DENGAN DEMIKIAN, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk
menandatangani perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakannya
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian ini dibuat dalam 2
(dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meteral, mempunyal kekuatan hukum
yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai
kebutuhan tanpa dibubuhi meterai,

PIHAK KESATU FIHAK KEDUA
Kepala Kantor Wilayah Hukum Provinsi Direktur/Ketua Pusat Bantuan Hukum

E URMANAH
NIP 19690607 1992032001




ueppebuag _g ’ | _ | ueminuepuag
isefnuoy 1eyeiefsey winyny UEESHUIUS
el iseisobon 1SEIpaN A 1seBn w0y ) aEyBunL
gy ueelepiaquied —I_._E__..___..__,En_ umebing
e _ i ueyipifuad
ISYOILLINON Isvaln

HYSYdNIA 10V HId NNANH NYNLNYE LvsSnd
NYON3a
NVE ISMIADYHd WMHNH NYIYZLNIWNIH HYAYIM HOLNYH
8202 NVHVYDONY NNHVL
WRMNH NVNLNYE NYYNYSHYI3d NYIFrNYrad
NYHVYOONY NYIONIH NYHIdINYT




Datam rangks mewujudkan pelaksenaan Bantuan Hukum yang ef
askuntabel serta berorientast pada hasil, kami yang bertanda tangan dibaw

Nama . DESI PURNANI el
Jabatan . Direktur/Ketua Pusat Bantuan Hukum PERADI Denpasar

Selanjutnys disebut PIHAK KESATU

MNama - EEM NURMANAH ;
Jabatan - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bali

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji dan berkemitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah
ditentukan dalam Peranjlan Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun 2026 dan melakukan
pelayanan bantuan hukum sesual Standar Layanan Bantuan Hukum. serta melaksanakan
kegiatan bantuan hukum nonlitigasi di Posbankum Desa dan Kelurahan. Keberhasilan
dan kegagalan pencapajan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK h

KESATU. serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari PIHAK |

KEDUA.

PIHAK KEDUA akan melakukan evalua
mengambil indakan yang diperiukan ca

si terhadap capaian kinerja dari perjanjsan ini dan
1am rangka pemberian penghargaan dan sanksl.

Depasar, 05 Maret 2026

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATLU,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Pusat Banjuan Hukum
% inal Ball PERADI npasa.{




